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ABSTRAK 
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen memberikan penertian mengenai konsumen 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,, orang lain, maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Konsumen merupakan hal yang terpenting 
atau terutama dalam dunia usaha, sebagai konsumen pemakai barang dan/atau jasa 
masyarakat harus mendapatkan suatu kepastian atas barang dan/atau yang diperolehnya. 
Hal ini juga tercantum dalam konsideran Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 
tahun 1999. permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Perjanjian baku 
yang bagaimanakah yang dilarang oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen ? 2 Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir 
terhadap hilang nya barang konsumen di tempat parkir yang diatur dalam 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen  ? Dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, 
Penelitian normatif adalah penelitian tentang perilaku dalam pelaksanaan suatu aturan 
hukum yang semestinya. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak 
atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang 
pengungkapannya sulit dimengerti. Konsekuensi dari pencantuman klausula baku tersebut 
terdapat pada Pasal 18 ayat (3) yaitu klausula baku tersebut dianggap tidak pernah ada 
dan tidak berlaku atau yang biasa disebut dengan “dinyatakan batal demi hokum‘ Bentuk 
tanggung jawab yang dilakukan oleh pengelola parkir adalah mengganti barang yang 
dititipkan, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung Putusan MA No 
3416/Pdt/1985,majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran merupakan perjanjian 
penitipan barang. 
Kata Kunci : Kunsumen, Klausula Baku, Perjanjian 
ABSTRACT 
 
Consumers are any users of goods and / or services that are available in the Company, be 
it out of self-interest, family, other persons or other living beings and not for trading. Law 
No. 8 of 1999 on consumer protection provides an understanding of the consumer. 
"Consumers are any users of goods and / or services in society, whether out of self-
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interest, family, other persons or other beings and not to trade." Consumers are the most 
important thing, or especially in the business world, as the consumer of the goods and / or 
the community service must receive certainty about the goods and / or received This is 
also stated in the light of Consumer Protection Law No 8 of 1999. The problems in this 
study are as follows: 1. What are the standard contracts prohibited by Law No. 8 of 1999 
on Consumer Protection? 2 What is the liability of car park managers for the loss of 
consumer goods in the parking lot, which was set up in 1999 for consumer protection? In 
this research is normative research, normative research is research on behavior in the 
conduct of an appropriate rule of law. It is prohibited for economic operators to include a 
standard clause whose location or form is difficult to discern or which is not clear or whose 
disclosure is difficult to understand. The consequence of including the standard clause is 
contained in Article 18 (3), namely that the standard clause never exists and does not 
apply or is commonly referred to as 'annulled'. In this case, the decision of the Supreme 
Court goes against Decision No. 
 




Lajunya tingkat ekonomi suatu 
provinsi, dapat dilihat salah satu 
indikatornya adalah dengan masuknya 
pembangunan pusat perbelanjaan dan 
juga tingkat pembelian masyarakat 
meningkat. Hal ini yang terjadi saat ini di 
Provinsi Bengkulu dengan dibangun nya 
dua pusat perbelanjaan yaitu Mega Mall 
dan Bengkulu Indah Mall (Bengcoolen 
Mall). Dengan adanya dua mall besar 
tersebut di Bengkulu hal ini membuat 
masyarakat Bengkulu sebagai konsumen 
dimanjakan dengan suguhan-suguhan 
berbagai macam barang dan jasa. 
Konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 
untuk diperdagangkan 1 . Sedangkan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen 
memberikan penertian mengenai 
konsumen  
“Konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 
untuk diperdagangkan.” 
Konsumen merupakan hal yang 
terpenting atau terutama dalam dunia 
usaha, sebagai konsumen pemakai barang 
dan/atau jasa masyarakat harus 
mendapatkan suatu kepastian atas barang 
dan/atau yang diperolehnya. Hal ini juga 
tercantum dalam konsideran Undang-
1http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen 
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Undang Perlindungan Konsumen No 8 
tahun 1999 
 “bahwa pembangunan 
perekonomian nasional pada 
era globalisasi harus dapat 
mendukungtumbuhnya dunia 
usaha sehingga mampu 
menghasilkan beraneka 
barang dan/atau jasa yang 
memiliki kandungan teknologi 
yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
banyak dan sekaligus 
mendapatkan kepastian atas 
barang dan/atau jasa yang 
diperoleh dari perdagangan 
tanpa mengakibatkan 
kerugian konsumen”2; 
Hak konsumen yang diabaikan 
oleh pelaku usaha perlu dicermati secara 
seksama. Pada era globalisasi dan 
perdagangan bebas saat ini, banyak 
bermunculan berbagai macam produk 
barang/pelayanan jasa yang dipasarkan 
kepada konsumen di tanah air, baik 
melalui promosi, iklan, maupun 
penawaran barang secara langsung. 
Termasuk juga di Bengkulu, dengan 
adanya Mall-Mall maka dengan sendiri nya 
ada juru parkir yang di kelola oleh pihak 
ketiga yang berkerja sama dengan pihak 
mall. 
Jika tidak berhati-hati dalam 
memilih produk barang/jasa yang 
2Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen 
diinginkan, konsumen hanya akan menjadi 
objek eksploitas dari pelaku usaha yang 
tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, 
konsumen menerima begitu saja 
barang/jasa yang dikonsumsinya. 
Dalam produk jasa parkir misalnya 
ada klausula yang menyatakan bahwa 
“barang hilang bukan tanggung jawab 
pengelola parkir” hal ini dengan sendiri 
nya membuat pihak pengelola parkir 
melempar tanggung jawab dengan apa 
yang dititipkan konsumen kepada pihak 
parkir. 
Tujuan penyelenggaraan, 
pengembangan dan pengaturan 
perlindungan konsumen yang 
direncanakan adalah untuk 
meningakatkan martabat dan kesadaran 
konsumen, dan secara tidak langsung 
mendorong pelaku usaha dalam 
menyelenggarakan kegiatan usahanya 
dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang 
perlu disadari oleh konsumen adalah 
mereka mempunyai hak yang  dilindungi 
oleh undang-undang perlindungan 
konsumen sehingga dapat melakukan 
sasial kontrol terhadap perbuatan dan 
perilaku pengusaha dan pemerintah. 
Dengan lahirnya Undang-Undang No. 8 
tahun 1999 tentang Perlindungan 
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Konsumen diharapkan upaya perlindungan 
konsumen di indonesia dapat lebih 
diperhatikan. 
Perjanjian adalah suatu peristiwa 
dimana seorang berjanji kepada seorang 
lain atau dimana dua orang itu saling 
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal3. 
Dari peristiwa ini maka timbullah suatu 
hubungan antara dua orang tersebut yang 
dinamakan perikatan.4 Perikatan menurut 
Buku III BW ialah : suatu hubungan 
hukum (mengenai kekayaan harta benda) 
antara dua orang yang memberi hak pada 
yang satu untuk menuntut barang sesuatu 
dari yang lainnya, sedangkan orang yang 
lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan 
itu5. 
Klausula Baku adalah setiap 
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat 
yang telah dipersiapkan dan ditetapkan 
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 
usaha yang dituangkan dalam suatu 
dokumen dan / atau perjanjian yang 
mengikat dan wajib dipenuhi oleh 
konsumen, klausula Baku aturan sepihak 
yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur / 
bon, perjanjian atau dokumen lainnya 
3Prof. Subekti, SH. Hukum Perjanjian, PT. 
Intermasa. Jkt, hlm 1. 1990. 
4idem 
5Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 
PT. Intermasa. Jkt, hlm 122. 2010. 
dalam transaksi jual beli tidak boleh 
merugikan konsumen6. 
Menurut hemat penulis klausula 
baku ini sangat merugikan konsumen, 
apalagi didalam karcis parkir tertera 
kerusakan atau kehilangan barang bukan 
tanggung jawab pengelola. Dari latar 
belakang tersebut penulis berpendapat 
bahwa hal ini layak diteliti maupu dikaji 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
di atas, permasalahan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut (1) perjanjian baku 
yang bagaimanakah yang dilarang oleh 
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen ? (2) 
bagaimanakah bentuk 
pertanggungjawaban pengelola parkir 
terhadap hilang nya barang konsumen di 
tempat parkir yang diatur dalam 8 Tahun 




Kontrak atau perjanjian dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah 
“persetujuan tertulis atau dengan lisan 
yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, 
6http://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku 
                                                          
                                                          
Surya Keadilan  5 
P-ISSN  : 2599-2252 
Volume : Vol. 1, No. 1, November 2017 
 
masing-masing bersepakat akan mentaati 
apa yang tersebut dalam persetujuan 
itu.”7 
Kontrak dalam BW (Burgerlijk 
Wetboek) menggunakan istilah 
overeenkomst dan contract untuk 
pengertian yang sama. Hal ini dapat 
dilihat dalam Buku III titel kedua tentang 
“Perikatan-perikatan yang lahir dari 
Kontrak atau Perjanjian” yang dalam 
bahasa Belanda berbunyi “Van 
verbintenissen die uit contract of 
overeenkomst geboren worden”.8 
Perjanjian atau kontrak adalah suatu 
peristiwa di mana seorang atau satu 
pihak berjanjikepada seorang atau pihak 
lain atau di mana dua orang atau dua 
pihak itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata 
Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu 
berlaku sebagai suatu undang-undang 
bagi pihak yang saling mengikatkan diri, 
serta mengakibatkan timbulnya suatu 
hubungan antara dua orang atau dua 
pihak tersebut yang dinamakan perikatan. 
Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan 
antara dua orang atau dua pihak yang 
7Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, 
Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hal. 458. 
8J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 1992, hlm. 19. 
membuatnya. Dalam bentuknya, 
perjanjian itu berupa suatu rangakaian 
perkataan yang mengandung janji-janji 
atau kesanggupan yang diucapkan atau 
ditulis9. 
Perjanjian merupakan sumber 
terpenting dalam suatu perikatan. 
Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu 
perhubungan hukum antara dua orang 
atau dua pihak, berdasarkan mana pihak 
yang satu berhak menuntut sesuatu hal 
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain 
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 
itu”. 
Perikatan dapat pula lahir dari 
sumber-sumber lain yang tercakup 
dengan nama undang-undang. Jadi, ada 
perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan 
ada perikatan yang lahir dari “undang-
undang”. Perikatan yang lahir dari 
undang-undang dapat dibagi lagi ke 
dalam perikatan yang lahir karena 
undang-undang saja (Pasal 1352 KUH 
Perdata) dan perikatan yang lahir dari 
undang-undang karena suatu perbuatan 
orang. Sementara itu, perikatan yang lahir 
dari undang-undang karena suatu 
perbuatan orang dapat lagi dibagi 
kedalam suatu perikatan yang lahir dari 
suatu perbuatan yang diperoleh dan yang 
9http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian 
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lahir dari suatu perbuatan yang 
berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 
KUH Perdata).  
 
Syarat Sahnya Perjanjian  
KUHPerdata telah mengatur 
mengenai syarat sah perjanjian yang 
terdapat dalam  Pasal 1320 KUHPerdata 
yaitu antara lain, yaitu (1) adanya 
kesepakatan kedua belah pihak (2) 
kecakapan untuk melakukan perbuatan 
hukum, (2) adanya suatu hal tertentu. (3) 
adanya sebab yang halal.  
Syarat 1 dan 2 disebut dengan 
syarat subjektif sedangkan syarat 3 dan 4 
disebut syarat objektif. Adapun akibat 
hukum dari tidak terpenuhi syarat 1 dan 2 
adalah dapat dibatalkan, sedangkan akibat 
hukum dari tidak terpenuhinya syarat 3 




Dalam bahasa inggris Perjanjian 
Standar dikenal dengan istilah standar 
contract.bahasa belanda perjanjian 
standar yaitu standard 
voorwarden.Pengertian perjanjian standar 
menurut padangan para ahli diantaranya : 
1. Treitel : “ the term of many contract 
are set out in printed standard form 
which are used for all contract of the 
some kind, and are only varied so for 
as the circumstance of each contact 
required”. 
2. Hondius : “perjanjian tertulis yang 
disusun tanpa pembicaraan isinya dan 
lazimnya di tuangkan ke dalam 
sejumah perjanjian tidak terbatas yang 
sifatnya tertentu”. 
3. Mariam Darius Badruzaman 
:  “Perjanjian baku adalah perjanjian 
yang isinya dibakukan dan dituankan 
dalam bentuk formulir”10. 
Menurut Mariam Darus Badrulzaman 
perjanjian baku dapat dibedakan menjadi 
empat jenis, yaitu11: 
1. Perjanjian baku sepihak atau 
perjanjian adhesi adalah perjanjian 
yang isinya ditentukan oleh pihak yang 
kuat kedudukannya didalam perjanjian 
itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak 
kreditur yang lazimnya mempunyai 
posisi (ekonomi) kuat dibandingkan 
pihak debitur. 
2. Perjanjian baku timbal balik adalah 
perjanjian baku yang isinya ditentukan 




11 Mariam Darus Badrulzaman, Kumpulan 
Pidato Pengukuhan.Bandung, Alumni, 1991, hal 
99. 
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baku yang pihak-pihaknya terdiri dari 
pihak majikan (kreditor) dan pihak 
lainnya buruh (debitor). Kedua pihak 
lazimnya terikat dalam organisasi, 
misalnya pada perjanjian buruh 
kolektif. 
3. Perjanjian baku yang ditetapkan 
pemerintah, ialah perjanjian baku yang 
isinya ditentukan pemerintah terhadap 
perbuatan-perbuatan hukum tertentu, 
misalnya perjanjian-perjanjian yang 
mempunyai obyek hak-hak atas tanah. 
4. Perjanjian baku yang ditentukan di 
lingkungan notaris atau advokat 
adalah perjanjian-perjanjian yang 
konsepnya sejak semula sudah 
disediakan untukmemenuhi 
permintaan dari anggota masyarakat 
yang minta bantuan notaris atau 
advokat yang bersangkutan12 
 
Konsumen 
Konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak 
untuk diperdagangkan. 
Menurut Undang-undang 
Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 
12 http://notariatundip2011.blogspot.com/20
12/05/perjanjian-baku-standartcontract.html 
Konsumenadalah setiap orang pemakai 
barang dan atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan kembali. 
Pengertian Konsumen Menurut Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dapat 
dibagi tiga bagian yaitu : 
1. Konsumen dalam arti umum, yaitu 
pemakai, pengguna dan/atau 
pemanfaat barang dan/atau jasa untuk 
tujuan tertentu.  
2. Konsumen antara, yaitu pemakai, 
pengguna dan/atau pemanfaat barang 
dan/atau jasa untuk diproduksi 
(produsen) menjadi barang /jasa lain 
atau untuk memperdagangkannya 
(distributor), dengan tujuan komersial. 
Konsumen antara ini sama dengan 
pelaku usaha; dan  
3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, 
pengguna dan/atau pemanfaat barang 
dan/atau jasa konsumen untuk 
memenuhi kebutuhan diri sendiri, 
keluarga atau rumah tangganya dan 
tidak untuk diperdagangkan kembali.  
METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini adalah penelitian 
normatif, Penelitian normatif adalah 
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penelitian tentang perilaku dalam 
pelaksanaan suatu aturan hukum yang 
semestinya  
Data-data yang diperlukan dalam 
penelitian ini terdiri dari : untuk penelitian 
normatif data yang dicari adalah 
peraturanperundang-undangan yang 
mengatur tentang perjanjian baku dan 
bentuk pertanggung jawaban dari 
pengelola parkir sebagai pemberi jasa. 
 Dengan demikian data atau bahan 
yang dicari dalam penelitian ini adalah 
data berupa Das Sollen yakni peraturan 
perundang- undangan yang mengatur 
tentang perlindungan konsumen. 
Data sekunder berupa data-data yang 
diperoleh dari berbagai literatur, peraturan 
perundang-undangan, tulisan ilmiah, 
majalah/surat kabar, dan pandangan para 
ahli hukum yang berkaitan dengan materi 
yang teliti (liberary research). 
Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah dengan study 
pustaka. Study pustaka dalam penelitian 
ini dilakukan melalui penelusuran berbagai 
peraturan perundang-undangan, buku-
buku, tulisan ilmiah, dan makalah yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Data yang telah dikumpulkan dalm 
pencarian data itu disusun dalam satu 
sistem (disistematisir), kemudian data 
yang telah tersusun dalam satu sistem itu 
dijelaskan dalam satu evalusai, 
selanjutnya berdasarkan penjelasan dan 
evaluasi dibuat kesimpulan13. Pengolahan 
data pada penelitian hukum pada intinya 
adalah mencari kebenaran hukum, 
kebenaran hukum adalah kebenaran 
dalam arti suatu kesesuaian dengan 
hukum positif dan kebenaran hukum 
positif. 
Kebenaran kualitatif adalah kebenaran 
dalam arti kesesuian dengan ukuran yang 
menetapkan persyaratan kualitas tertentu 
yang harus dipenuhi hal ini disebabkan 
karena kebenaran berdasarkan ketentuan 
hukum positif kebanyakan ditentukan 
berdasarkan persyaratan kualitas14. 
Pengambilan kesimpulan dilakukan 
dengan : 
a. Metode Deduktif yaitu dengan cara 
pengambilan kesimpulan dengan 
berpijak pada keterangan-keterangan 
yang bersifat umum. Dari keterangan-
keterangan tersebut ditarik kesimpulan 
yang bersifat khusus. 
13F Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, 
CV. Ganda, Yogyakarta hal 26 
14Ibid hal 60 
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b. Metode Induktif yaitu dengan cara 
pengambilan kesimpulan dengan 
mendasarkan pada keterangan-
keterangan yang bersifat khusus. Dari 
keterangan-keterangan yang bersifat 
khusus tersebut kemudian ditarik 
kesimpulan yang bersifat umum. 
 
PEMBAHASAN 
Perjanjian yang dilarang oleh 
Undang-undang No 8 Tahun 1999 
Tentang perlindungan konsumen 
Klausaula baku menurut Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen, adalah setiap 
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat 
yang telah dipersiapkan dan ditetapkan 
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 
usaha yang dituangkan dalam suatu 
dokumen dan/atau perjanjian yang 
mengikat dan wajib dipenuhi oleh 
konsumen. 
Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen klausula baku yang 
menyatakan pengalihkan tanggung jawab 
pelaku usaha dilarang untuk dicantumkan. 
1. Pelaku usaha dalam menawarkan 
barang dan/atau jasa yang ditujukan 
untuk diperdagangkan dilarang 
membuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap 
dokumendan/atau perjanjian apabila: 
1) menyatakanpengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha; 
2) menyatakan bahwa pelaku usaha 
berhak menolak penyerahan 
kembali barang yang dibeli 
konsumen; 
3) menyatakan bahwa pelaku usaha 
berhak menolak penyerahan 
kembali uang yang dibayarkan atas 
barang dan/atau jasa yang dibeli 
oleh konsumen; 
4) menyatakan pemberian kuasa dari 
konsumen kepada pelaku usaha 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk melakukan segala 
tindakan sepihak yang berkaitan 
dengan barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran; 
5) mengatur perihal pembuktian atas 
hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh 
konsumen; 
6) memberi hak kepada pelaku usaha 
untuk mengurangi manfaat jasa 
atau mengurangi harta kekayaan 
konsumen yang menjadi obyek jual 
beli jasa; 
7) menyatakan tunduknya konsumen 
kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan 
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dan/atau pengubahan lanjutan 
yang dibuat sepihak oleh pelaku 
usaha dalam masa konsumen 
memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
8) menyatakan bahwa konsumen 
memberi kuasa kepada pelaku 
usaha untuk pembebanan hak 
tanggungan, hak gadai, atau hak 
jaminan terhadap barang yang 
dibeli oleh konsumen secara 
angsuran”. 
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan 
klausula baku yang letak atau 
bentuknya sulit terlihat atau tidak 
dapat dibaca secara jelas, atau yang 
pengungkapannya sulit dimengerti. 
 Konsekuensi dari pencantuman 
klausula baku tersebut terdapat pada 
Pasal 18 ayat (3)yaitu klausula baku 
tersebut dianggap tidak pernah ada dan 
tidak berlaku atau yang biasa disebut 
dengan “dinyatakan batal demi hukum”, 
yang berbunyi : 
“Setiap klausula baku yang telah 
ditetapkan oleh pelaku usaha 
pada dokumen atau perjanjian 
yang memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 




perlindungan konsumen, klausula baku 
tidak dilarang, pelarangan yang ada di 
undang-undang perlindungan konsumen 
adalah pengalihan tanggung jawab yang 
dilakukan oleh pihak produsen/pengelola 
jasa, contoh dalam karcir parkir 
“kehilangan dan kerusakan kendaraan 
bukan tanggung jawab pengelola parkir”. 
Hal inilah yang menurut penulis dilarang 
oleh Undang-undang perlindungan 
konsumen Pasal 18 ayat (1). 
 
Bentuk pertanggungjawaban 
pengelola parkir terhadap hilangnya 
barang konsumen di tempat parkir 
yang diatur dalam 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen. 
BerdasarkanPutusan MA No 
3416/Pdt/1985,majelis hakim berpendapat 
bahwa perparkiran merupakan perjanjian 
penitipan barang. Oleh karena itu, 
hilangnya kendaraan milik konsumen 
menjadi tanggung jawab pengusaha 
parkir. 
Pasal 1706 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdatamengatakan: 
“Penerima titipan wajib 
memelihara barang titipan itu 
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“Seseorang tidak hanya 
bertanggung jawab, atas kerugian 
yang disebabkan perbuatannya 
sendiri, melainkan juga atas 
kerugian yang disebabkan 
perbuatan-perbuatan orang-orang 
yang menjadi tanggungannya atau 
disebabkan barang-barang yang 
berada di bawah pengawasannya.” 
Salah satu bentuk klausula baku 
yang dilarang dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen adalah 
Pengalihan tanggung jawab dari pelaku 
usaha kepada konsumen.  klausula yang 
tercantum dalam kartu parkir tersebut 
dapat dikategorikan sebagai klausula baku 
yang dilarang karena adanya pengalihan 
tanggung jawab sebagaimana ketentuan 
pasal 18 ayat (2) Undang-Undang nomor 
8 tahun 1999.  Disamping itu kesepakatan 
sepihak yang dilakukan oleh Tergugat 
dengan mencantumkan klausula baku 
juga melanggar asas-asas umum 
perjanjian yang berlaku secara universal. 
Asas-asas tersebut terdapat baik secara 
eksplisit maupun dalam sifatnya yang 
implisit dalam buku III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tentang 
Perikatan, yaitu15 : 
a. Asas kebebasan mengadakan 
perjanjian (partij otonomi), dimana 
15 www.zamrolawfirm.com/publikasi/karya-
ilmiyah/ Ganti Rugi Kendaraan Hilang di Tempat 
Parkir.htm 
para pihak bebas menentukan isi serta 
persyaratan perjanjian sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang bersifat 
memaksa, baik ketentuan umum 
maupun perundang-undangan. 
b. Asas konsensualisme (persesuaian 
kehendak). Yaitu timbulnya 
berdasarkan perjumpaan atau 
persesuaian kehendak, tanpa terikat 
dengan bentuk formalitas tertentu. 
c. Asas kepercayaan 
d. Asas kekuatan mengikat, yang akan 
mengikat bagi para pihak, tidak saja 
untuk hal-hal yang secara tegas 
dinyatakan tetapi juga untuk yang 
menurut sifat persetujuan diharuskan 
oleh suatu kepatutan, kebiasaan, atau 
undang-undang; 
e. Asas persamaan hukum 
f. Asas keseimbangan, yang 
menghendaki kedua belah pihak 
memenuhi dan melaksanakan 
perjanjian secara berimbang dan adil; 
g. Asas kepastian hukum 
h. Asas moral 
i. Asas kepatutan 
j. Asas kebiasaan 
Mengenai klausula baku dalam 
karcis parkir, Mahkamah Agung telah 
memberikan putusan  dengan no putusn 
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No. 2078 K/Pdt / 2009. Dimana putusan 
tersebut MA telah memenangkan seorang 
konsumen. Sumito kehilangan sepeda 
motor Honda Tiger yang ia parkir di 
bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan. 
Kebetulan pengelola parkir di tempat itu 
adalah Secure Parking. Kasus ini berawal 
dari seorang konsumen protes ke petugas 
Secure Parking. Ia merasa tidak pernah 
menyuruh orang lain memindahkan 
motornya. Sebagai bukti, ia tunjukan 
kunci motor, STNK dan karcis parkir yang 




1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen klausula baku yang 
menyatakan pengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha dilarang untuk 
dicantumkan. 
“Pelaku usaha dalam menawarkan 
barang dan/atau jasa yang ditujukan 
untuk diperdagangkan dilarang 
membuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap 
dokumendan/atau perjanjian apabila: 
“menyatakanpengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha”. 
Menurut Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen klausula baku yang dilarang 
adalah bentuk pengalihan tanggung 
jawab pelaku usaha. 
2. Bentuk tanggung jawab yang 
dilakukan oleh pengelola parkir adalah 
mengganti barang yang dititipkan, hal 
ini berdasarkan putusan Mahkamah 
Agung Putusan MA No 3416/Pdt/1985, 
majelis hakim berpendapat bahwa 
perparkiran merupakan perjanjian 
penitipan barang.  
 
Saran  
1. Kepada pelaku usaha diharapkan tidak 
lagi mencantumkan suatu klausula 
baku yang menyatakan pengalihan 
tanggung jawab karena hal ini 
bertentangan dengan Undang-Undang 
No 8 Tahun 1999 tentang 
Perllindungan Konsumen, terutama 
pasal 18 ayat (2) 
2. Pengelolah parkir hendaknya apabila 
ada kehilangan ditempat lokasi 
parkirnya hendak nya mengganti 
kerugian yang dialami konsumen 
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